
 

 

 

 

WALIKOTA BUKITTINGGI 

PROVINSI SUMATERA BARAT 
 

PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI 
NOMOR :    33  TAHUN  2015 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERTAURAN WALIKOTA BUKITTINGGI  
NOMOR 31 TAHUN 2014 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN 

PEMENFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI 
DAERAH   

 

WALIKOTA BUKITTINGGI, 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka hasil pembahasan APBD 
Perubahan Tahun 2015 mengenai Pendapatan Asli 
Daerah yang bersumber dari Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah disepakati pemberian Insentif Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah kepada Instansi 

Pelaksana Pemungut Pajak Daerah dan Retribusi 
Daerah dilaksanakan untuk memenuhi ytarget tahun 
berjalan dan tidak termasuk penerimaan Pajak dan 

Retribusi tertunda. 

  b. bahwa dalam pemenuhan dan pelaksanaan hal 
sebagaimana dimaksuddalam huruf a, perlu mengubah 

Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 31 Tahun 2014 
tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif 
Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 

  c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu 
menetapkan Peraturan Walikota Bukittinggi Perubahan 

Atas Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 31 Tahun 
2014 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan 
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 

 

Mengingat : 1. 

 

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang 
Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam 
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 
Nomor 20); 

  2. Undang-Undang Nomor 06 Tahun 1983 tentang 
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 

Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3626) sebagaimana telah beberapa 

kali diubah terakhir dengan Undang-undang 16 Tahun 
2009 tentang perubahan keempat atas Undang-
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undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan 

Umum da Tata Cara Perpajakan (Lembarana Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999); 

  3. Undang – undang Nomor 28 Tahun 1999tentang 
Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas 

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 

Le,baran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);  

  4. Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Lembaran Republik Indonesia Nomor 
4286); 

  5. Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia  Nomor 4389); 

  6. Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 4400); 

  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), 

yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan 
Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang- undang Nomor 23 
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

  8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

  9 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234); 

  10 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

  11 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan 
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
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Nomor 4593); 

  12 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, 

Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4737); 

  13 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang 

Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif 
Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 

Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5161); 

  14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 

  15. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 12 Tahun 

2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja 
Dinas Daerah Kota Bukittinggi (Lembaran Daerah Kota 
Bukittinggi tahun 2008 Nomor 12), sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi 
Nomor 10 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kota 
Bukittinggi tahun 2013 Nomor 10);   

  16. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 31 Tahun 2014 
tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan 

Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi 
Daerah (Berita Daerah Kota Bukittingggi); 

 

MEMUTUSKAN : 

  Menetapkan  : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 31 

TAHUN 2014 TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN  
INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI 
DAERAH  

 
 

Pasal 1 

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Walikota Bukittinggi 
Nomor 31 tahun 2014 tentang Tata Cata Pemberian dan 
Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi 

Daerah (Berita Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2014 Nomor 31) 
diubah sebagai berikut : 

1. Ketentuan Pasal 4 diubah dan ditambah 1 (satu) ayat 

sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut : 

(1) Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) 

ditetapkan sebesar 5% (lima perseratus) dari penerinaan 
Pajak dan Retribusi dalam tahun anggaran berkenaan 
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untuk setiap jenis Pajak dan Retribusi sebagaimana 

yang telah ditetapkan dalam APBD. 

(2) Penerimaaan Pajak dan Retribusi dalam tahun anggaran 

berkenaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak 
termasuk penerimaan Pajak dan Retribusi tertunda atau 
penerimaan tunggakan Pajak dan Retribusi. 

2. Ketentuan ayat (1) Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 
berbunyi sebagai berikut : 

 

Pasal 7 

 

(1) Insentif diberikan kepada penerima sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) apabila mencapai target 
penerimaan Pajak dan Retribusi yang telah ditetapkan 

dalam APBD dan dijabarkan secara triwulan. 

(2) Pengganggaran Insentif sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dikelompokkan ke dalam belanja tidak langsung 
yang diuraikan berdasarkan jenis belanja pegawai, objek 
belanja insentif pemungutan Pajak dan Retribusi serta 

rincian belanja Pajak dan Retribusi. 

 

Pasal II 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejakl tanggal 1 Juli 
2015. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

Pengundangan Peraturan Walikota ini dengan 
penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bukittinggi.   

 
Ditetapkan di     : Bukittinggi 
pada tanggal      : 8 Desember 2015  
 

Pj. WALIKOTA BUKITTINGGI, 
 

ttd 
 

ABDUL GAFAR 

 
Diundangkan di : Bukittinggi 

pada tanggal      : 8 Desember 2015 
 
SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI, 

 
ttd 

 

YUEN KARNOVA 
 

 
 

BERITA DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2015 NOMOR  33 

 

 

 


